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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 

4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penertiban juru parkir liar serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Permasalahan 

parkir liar masih menjadi isu penting karena berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), mengganggu ketertiban lalu lintas, dan menurunkan kualitas pelayanan 

publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengevaluasi implementasi Perda Nomor 

4 Tahun 2023 sebagai regulasi baru dalam pengelolaan perparkiran daerah. Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi 

kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan telah mendorong penertiban melalui operasi gabungan dan pengawasan lapangan, 

tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi 

yang belum optimal, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang memicu munculnya 

kembali parkir liar. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi 

oleh sinergi kapasitas kelembagaan dan dukungan lingkungan kebijakan. Disimpulkan bahwa 

implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai tujuan penertiban parkir 

liar secara berkelanjutan. Penguatan pengawasan, koordinasi lintas sektor, digitalisasi sistem 

perparkiran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan 

efektivitas implementasi kebijakan. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Parkir Liar, Retribusi Parkir, Van Meter dan Van 

Horn, Kota Palembang. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 

4 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Retributions in controlling illegal parking 

attendants and to identify the factors affecting its effectiveness. Illegal parking remains a 

significant issue in Palembang because it contributes to Regional Original Revenue (PAD) 

leakage, disrupts traffic order, and reduces the quality of public services. This study contributes 

by evaluating the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2023 as a newly enacted 

policy governing local parking management. A qualitative descriptive approach was employed. 

Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and analyzed 

using Van Meter and Van Horn's policy implementation framework. The findings indicate that 

the policy has encouraged enforcement efforts through joint operations and field supervision; 

however, its effectiveness remains constrained by limited supervisory resources, inadequate 

inter-agency coordination, and socio-economic conditions that continue to encourage the re-
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emergence of illegal parking practices. These findings suggest that successful policy 

implementation depends on institutional capacity and a supportive policy environment. It can 

be concluded that the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2023 has not yet 

fully achieved its objective of sustainably controlling illegal parking. Strengthening 

supervision, enhancing cross-sectoral coordination, promoting the digitalization of parking 

management systems, and empowering local communities economically are necessary to 

improve policy implementation effectiveness. 

Keywords: Policy Implementation, Illegal Parking, Parking Retribution, Van Meter and Van 

Horn, Palembang City. 

 

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan transportasi perkotaan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan fasilitas 

parkir yang tertib, aman, dan akuntabel karena berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas, 

kualitas pelayanan publik, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi 

parkir (Isfandhi et al., 2025; Rahmawati, Indrawan, & Yudiaatmaja, 2025). Pemerintah daerah 

memiliki tanggung jawab untuk mengatur penyelenggaraan perparkiran agar memberikan 

kepastian hukum sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Dalam perspektif 

transportasi berkelanjutan, kebijakan parkir dipandang sebagai instrumen strategis yang 

berkontribusi terhadap pengelolaan mobilitas perkotaan, efisiensi penggunaan ruang publik, 

dan pengurangan dampak lingkungan akibat kemacetan lalu lintas (Dindar, 2025; Budd, Ison, 

& Attard, 2025). Selain itu, studi komparatif pada enam benua menunjukkan bahwa reformasi 

kebijakan parkir memerlukan dukungan kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, 

serta komitmen politik yang kuat agar mampu menghasilkan sistem transportasi perkotaan 

yang lebih efektif dan berkelanjutan (Kong et al., 2024). Dalam konteks tersebut, Pemerintah 

Kota Palembang menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan retribusi parkir yang 

diharapkan mampu mewujudkan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan 

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi penerimaan daerah. 

Meskipun regulasi telah diberlakukan, praktik juru parkir liar masih menjadi persoalan 

yang cukup menonjol di Kota Palembang. Juru parkir tanpa izin masih ditemukan pada 

kawasan perdagangan, pusat kuliner, minimarket, pasar, dan ruas jalan dengan aktivitas 

masyarakat yang tinggi sehingga memunculkan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. 

Data Dinas Perhubungan Kota Palembang menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih 

tersebar di berbagai titik strategis sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran PAD, 

menurunkan kualitas pelayanan parkir, serta mengganggu ketertiban lalu lintas. Permasalahan 

tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin 

efektivitas implementasi apabila tidak diikuti oleh mekanisme pengawasan yang memadai, 

penegakan hukum yang konsisten, serta tata kelola kelembagaan yang mampu mengendalikan 

praktik parkir ilegal sebagaimana diungkapkan oleh Samad, Wahyudin, dan Ramdhani (2025). 

Temuan Siregar (2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya implementasi peraturan daerah 

mengenai retribusi parkir berdampak pada belum optimalnya peningkatan PAD di tingkat 

pemerintah daerah. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran 

di sejumlah daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya 

koordinasi antarlembaga, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan pengawasan yang belum 

konsisten. Ramdhan, Ismail, dan Pananrangi (2024) menjelaskan bahwa implementasi 

kebijakan retribusi parkir akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh prinsip-prinsip 
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good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarinstansi. Penelitian 

Sahanaya, Madubun, dan Laurens (2025) membuktikan bahwa kebijakan retribusi parkir 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD ketika pengelolaan dan pengawasannya 

dilaksanakan secara optimal. Selain itu, Adimahendra (2026) menemukan bahwa kinerja 

aparatur, kejelasan kebijakan operasional, dan intensitas pengawasan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir di daerah. Namun, sebagian besar penelitian 

tersebut masih berfokus pada efektivitas pelayanan parkir atau pengelolaan retribusi secara 

umum, sementara kajian mengenai implementasi regulasi daerah yang baru diberlakukan 

masih sangat terbatas. 

Perkembangan literatur internasional juga menunjukkan bahwa pengelolaan parkir telah 

bergeser menuju pendekatan berbasis teknologi cerdas sebagai bagian dari pengembangan 

smart city dan smart mobility. Aljohani et al. (2021) menjelaskan bahwa sistem smart parking 

mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang parkir melalui integrasi sensor, komunikasi 

digital, dan sistem informasi real-time. Channamallu et al. (2025) mengemukakan bahwa 

model prediksi okupansi parkir berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan parkir. Selanjutnya, Mutambik (2025) menegaskan 

bahwa pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan simulasi multiagen mampu memperkuat 

sistem pengawasan parkir, sedangkan Anthony Jnr (2025) menempatkan tata kelola mobilitas 

cerdas sebagai fondasi penting dalam pengembangan kebijakan transportasi perkotaan yang 

berkelanjutan. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi Peraturan Daerah 

Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai regulasi yang relatif baru dengan fokus pada 

penertiban juru parkir liar melalui perspektif implementasi kebijakan publik. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas dampak retribusi parkir terhadap PAD, 

tata kelola parkir berbasis good governance, maupun pengembangan teknologi smart parking, 

penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana regulasi daerah yang baru 

diimplementasikan dijalankan dalam menghadapi praktik parkir liar di lingkungan perkotaan. 

Penelitian ini juga menghubungkan aspek kelembagaan, koordinasi antarlembaga, ketersediaan 

sumber daya, komunikasi kebijakan, pengawasan, serta kondisi sosial sebagai faktor-faktor 

yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi Van 

Meter dan Van Horn. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris 

sekaligus memperluas kajian implementasi kebijakan publik pada sektor transportasi dan 

perparkiran daerah yang hingga kini masih relatif terbatas. 

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter 

dan Van Horn yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

enam dimensi utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi 

pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan 

politik. Kerangka teori tersebut dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara substansi 

kebijakan dan faktor-faktor implementasi yang menentukan keberhasilan penertiban juru parkir 

liar di tingkat daerah. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis 

implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 dalam penertiban juru 

parkir liar di Kota Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

efektivitas implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan 

teori implementasi kebijakan publik pada sektor perparkiran, sekaligus menjadi rekomendasi 

berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, mengoptimalkan penerimaan daerah, dan mewujudkan tata kelola parkir 

yang transparan, akuntabel, adaptif, serta berkelanjutan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk 

menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penertiban juru parkir liar di Kota Palembang (Majid, 

2021). Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 

yaitu aparatur Dinas Perhubungan Kota Palembang, petugas penertiban, serta dokumen 

kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran. Observasi dilakukan pada beberapa 

lokasi yang teridentifikasi memiliki praktik parkir liar, seperti kawasan pusat perdagangan, 

minimarket, dan ruas jalan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, yang dipilih secara 

purposif berdasarkan tingkat kerawanan pelanggaran dan intensitas aktivitas perparkiran. Data 

primer diperoleh melalui observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 

dokumentasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023, peraturan 

terkait, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data 

dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil 

observasi, dokumen resmi, serta informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga 

meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. 

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, 

interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi 

yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

deskriptif berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data 

diinterpretasikan dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan terhadap ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 sehingga diperoleh 

gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan Van 

Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis untuk menginterpretasikan temuan 

penelitian, sedangkan pembahasan mengenai dimensi teoritis dijelaskan secara lebih rinci pada 

bagian kajian pustaka dan pembahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi 

penyelenggaraan parkir pada beberapa kawasan yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat 

yang tinggi di Kota Palembang. Kegiatan observasi difokuskan pada lokasi-lokasi yang 

selama ini sering dilaporkan memiliki permasalahan terkait praktik parkir yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengamatan digunakan sebagai dasar untuk menilai 

sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 telah 

berjalan pada tingkat operasional. Ringkasan hasil observasi pada setiap lokasi penelitian 

disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Observasi Praktik Parkir Liar di Kota Palembang 

No Lokasi Observasi Temuan Utama Kesesuaian dengan 

Perda No. 4 Tahun 2023 

1 Jalan POM IX (PS Mall) Masih terdapat juru parkir tanpa 

identitas resmi dan tidak memberikan 

karcis 

Belum sesuai 

2 Kawasan Kambang Iwak Praktik parkir liar masih ditemukan 

pada jam-jam ramai 

Belum sesuai 
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No Lokasi Observasi Temuan Utama Kesesuaian dengan 

Perda No. 4 Tahun 2023 

3 Jalan Tengkuruk (bawah LRT 

dan sekitar Jembatan Ampera) 

Pungutan parkir dilakukan tanpa bukti 

pembayaran resmi 

Belum sesuai 

4 Sekitar Pasar Burung Masih terdapat aktivitas parkir liar 

pada beberapa titik 

Belum sesuai 

 

Temuan observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban parkir 

masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah 

ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya 

mampu membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif pada kawasan 

dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Keadaan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan 

antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan, sehingga efektivitas 

regulasi masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan maupun pengawasan. Oleh 

karena itu, hasil observasi menjadi dasar penting untuk menganalisis faktor-faktor 

implementasi kebijakan berdasarkan dimensi teori Van Meter dan Van Horn pada bagian 

pembahasan selanjutnya. 

Selain melalui observasi lapangan, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi 

untuk memperkuat validitas temuan mengenai implementasi kebijakan penertiban parkir liar di 

Kota Palembang. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan Dinas Perhubungan, data hasil 

operasi penertiban, serta berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan perparkiran. Analisis dokumentasi memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan kebijakan dari perspektif administratif sekaligus menggambarkan kondisi empiris 

yang tercatat oleh instansi pelaksana. Ringkasan hasil dokumentasi tersebut disajikan pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Dokumentasi Implementasi Penertiban Parkir Liar 

Aspek Hasil Dokumentasi Implikasi 

Operasi penertiban Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, 

Satpol PP, dan Kepolisian secara berkala 

Penertiban belum memberikan 

efek jera secara berkelanjutan 

Titik parkir liar 

UPTD Timur 

Sekitar 20 titik Masih tingginya tingkat 

pelanggaran 

Titik parkir liar 

Kota Palembang 

Diperkirakan lebih dari 100 titik Pengawasan belum optimal 

Dampak terhadap 

PAD 

Potensi kebocoran retribusi parkir Pendapatan daerah belum optimal 

Dampak terhadap 

pelayanan 

Tidak ada kepastian tarif dan karcis parkir Menurunkan kualitas pelayanan 

publik 

Dampak terhadap 

lalu lintas 

Penggunaan bahu jalan menyebabkan 

penyempitan jalan 

Meningkatkan potensi kemacetan 

Hasil dokumentasi memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan telah diikuti dengan 

berbagai upaya pengendalian oleh pemerintah daerah, namun efektivitasnya masih menghadapi 

sejumlah kendala dalam pelaksanaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan 

permasalahan perparkiran memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada tindakan 

penertiban, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan, evaluasi, dan pembinaan secara 

berkesinambungan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 
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sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi 

pelaksanaan regulasi serta meningkatkan kepatuhan para pemangku kepentingan. Oleh karena 

itu, hasil dokumentasi menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 

2023 berdasarkan dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. 

Analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 

dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai 

kerangka untuk menginterpretasikan hasil observasi dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih 

karena mampu menjelaskan keterkaitan antara substansi kebijakan, kapasitas organisasi 

pelaksana, serta pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan implementasi suatu regulasi. 

Pengelompokan temuan ke dalam enam dimensi implementasi memberikan gambaran yang 

lebih sistematis mengenai aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik maupun faktor-faktor 

yang masih memerlukan perbaikan. Ringkasan hasil analisis berdasarkan keenam dimensi 

tersebut disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 

Tahun 2023 Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn 

Dimensi 

Implementasi 

Indikator Teori Temuan Penelitian Bukti Empiris Implikasi terhadap 

Implementasi 

Standar dan 

tujuan 

kebijakan 

Kejelasan 

tujuan, sasaran, 

dan standar 

kebijakan 

Tujuan Perda telah jelas 

untuk mewujudkan 

parkir yang tertib, 

meningkatkan pelayanan 

publik, dan 

mengoptimalkan PAD, 

namun belum 

sepenuhnya tercapai di 

lapangan. 

Masih ditemukan 

praktik parkir liar, 

pungutan tanpa 

karcis, dan juru 

parkir tanpa 

identitas resmi di 

beberapa lokasi 

strategis. 

Terdapat 

kesenjangan antara 

tujuan normatif 

kebijakan dan 

implementasi di 

lapangan sehingga 

efektivitas kebijakan 

belum optimal. 

Sumber daya Ketersediaan 

SDM, sarana, 

anggaran, dan 

kapasitas 

organisasi 

Operasi penertiban 

dilakukan secara berkala, 

tetapi pengawasan belum 

mampu menjangkau 

seluruh wilayah rawan 

parkir liar. 

Masih terdapat 

sekitar 20 titik 

parkir liar di 

wilayah UPTD 

Timur dan lebih 

dari 100 titik di 

Kota Palembang. 

Keterbatasan 

kapasitas 

pengawasan 

menyebabkan 

implementasi belum 

berlangsung secara 

berkelanjutan. 

Karakteristik 

organisasi 

pelaksana 

Struktur 

organisasi, 

pembagian 

kewenangan, 

dan koordinasi 

lembaga 

Dinas Perhubungan, 

Satpol PP, dan 

Kepolisian telah 

memiliki kewenangan 

yang jelas dan 

melakukan operasi 

bersama. 

Penertiban 

dilakukan melalui 

koordinasi lintas 

instansi, tetapi 

praktik parkir liar 

kembali muncul 

pada lokasi yang 

sama. 

Koordinasi 

kelembagaan belum 

menghasilkan 

pengawasan yang 

konsisten dan 

berkelanjutan. 
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Dimensi 

Implementasi 

Indikator Teori Temuan Penelitian Bukti Empiris Implikasi terhadap 

Implementasi 

Komunikasi 

antarorganisasi 

Koordinasi 

internal dan 

komunikasi 

kepada 

masyarakat 

Komunikasi antarinstansi 

telah berjalan melalui 

operasi gabungan, 

namun sosialisasi kepada 

masyarakat masih 

terbatas. 

Informasi 

mengenai lokasi 

parkir resmi, tarif 

parkir, dan 

mekanisme 

pelaporan belum 

tersampaikan 

secara optimal. 

Komunikasi 

kebijakan belum 

mampu membangun 

kepatuhan 

masyarakat terhadap 

aturan perparkiran. 

Disposisi 

pelaksana 

Komitmen, 

integritas, dan 

konsistensi 

aparat pelaksana 

Aparat menunjukkan 

komitmen melalui 

pelaksanaan operasi 

penertiban secara rutin. 

Operasi penertiban 

tetap dilaksanakan, 

tetapi parkir liar 

kembali muncul 

setelah operasi 

berakhir. 

Komitmen 

pelaksana belum 

didukung sistem 

monitoring dan 

evaluasi yang 

berkelanjutan. 

Kondisi sosial, 

ekonomi, dan 

politik 

Dukungan 

lingkungan 

eksternal 

terhadap 

implementasi 

Tingginya aktivitas 

ekonomi dan rendahnya 

kepatuhan masyarakat 

masih mendorong 

keberadaan parkir liar. 

Kawasan 

perdagangan, pusat 

kuliner, pasar, dan 

pusat perbelanjaan 

masih menjadi 

lokasi utama parkir 

liar. 

Implementasi 

memerlukan 

pendekatan yang 

tidak hanya represif, 

tetapi juga edukatif, 

sosial, dan ekonomi. 

Secara umum, hasil analisis memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan belum ditentukan oleh satu dimensi saja, melainkan merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang saling memengaruhi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas 

pelaksanaan regulasi masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, kapasitas sumber 

daya, komunikasi kebijakan, serta dukungan lingkungan eksternal agar tujuan kebijakan dapat 

diwujudkan secara lebih optimal. Hubungan antardimensi tersebut menunjukkan bahwa 

perbaikan pada satu aspek implementasi tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila 

tidak diikuti oleh peningkatan pada dimensi lainnya secara terpadu. Oleh karena itu, 

pembahasan selanjutnya menguraikan setiap dimensi implementasi secara lebih mendalam 

dengan mengaitkan temuan penelitian, teori Van Meter dan Van Horn, serta hasil penelitian 

terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor 

yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023. 

 

Pembahasan 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan apakah suatu regulasi 

mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Dalam perspektif Van Meter dan 

Van Horn, implementasi bukan sekadar proses pelaksanaan peraturan, tetapi merupakan 

rangkaian interaksi antara tujuan kebijakan, kapasitas organisasi, sumber daya, komunikasi, 

karakteristik pelaksana, serta kondisi lingkungan yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, 

keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari telah diberlakukannya suatu regulasi, 
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melainkan dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata sesuai 

dengan tujuan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 belum sepenuhnya mampu mengatasi 

praktik parkir liar secara berkelanjutan karena setiap dimensi implementasi masih menghadapi 

berbagai kendala yang saling berkaitan. Temuan ini memperkuat pandangan Hupe (2022) 

bahwa implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses interaksi antara 

pemerintah, organisasi pelaksana, dan masyarakat sehingga kualitas regulasi saja tidak cukup 

menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Dalam konteks transportasi perkotaan, implementasi 

kebijakan juga menjadi bagian dari pembangunan sistem mobilitas yang berkelanjutan sehingga 

membutuhkan integrasi antara tata kelola kelembagaan, inovasi teknologi, serta partisipasi 

masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Allam dan Sharifi (2022), Budd, Ison, dan Attard 

(2025), serta Sassaron et al. (2025). Dengan demikian, efektivitas implementasi Peraturan 

Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 harus dipahami sebagai proses multidimensional 

yang dipengaruhi oleh hubungan antara faktor internal organisasi dan dinamika lingkungan 

eksternal. 

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang termuat 

dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 telah dirumuskan secara jelas, 

yaitu mewujudkan penyelenggaraan parkir yang tertib, meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir. Dari perspektif 

implementasi kebijakan, kejelasan tujuan merupakan prasyarat penting agar seluruh organisasi 

pelaksana memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan. Namun demikian, hasil 

observasi menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik 

karena masih ditemukan juru parkir tanpa identitas resmi, pungutan tanpa karcis, dan aktivitas 

parkir liar pada berbagai lokasi strategis di Kota Palembang. Kondisi tersebut menunjukkan 

adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasi sehingga 

efektivitas kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan 

implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas substansi regulasi, tetapi juga oleh 

kemampuan organisasi pelaksana menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi tindakan 

operasional yang konsisten. Penelitian Rohmah, Hidayat, dan Argenti (2022), Ramdhan, Ismail, 

dan Pananrangi (2024), Siregar (2025), serta Harya Pratama, Edyar, dan Habiburrahman (2025) 

juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran di berbagai daerah masih 

menghadapi persoalan berupa lemahnya konsistensi pelaksanaan, rendahnya kepatuhan 

masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan lapangan. Dibandingkan penelitian terdahulu, 

penelitian ini memberikan kontribusi baru karena mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah 

Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 yang merupakan regulasi relatif baru sehingga mampu 

menggambarkan tantangan implementasi sejak fase awal pemberlakuannya. 

Selain dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, efektivitas implementasi juga sangat 

ditentukan oleh kecukupan sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana. Van Meter dan Van 

Horn menjelaskan bahwa sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, 

informasi, dan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi implementasi secara 

berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah 

melaksanakan operasi penertiban secara berkala melalui Dinas Perhubungan, Satuan Polisi 

Pamong Praja, dan Kepolisian, tetapi intensitas pengawasan belum mampu menjangkau seluruh 

kawasan yang berpotensi menjadi lokasi parkir liar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 

permasalahan implementasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga dengan 

kapasitas organisasi dalam melakukan pengawasan secara berkesinambungan pada wilayah 
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perkotaan yang memiliki mobilitas masyarakat sangat tinggi. Temuan ini mendukung hasil 

penelitian Dewi (2024), Adimahendra (2026), Arifiyanto et al. (2026), serta Tan dan Simbolon 

(2026) yang menjelaskan bahwa keterbatasan pengawasan masih menjadi faktor dominan 

penyebab belum optimalnya pengelolaan retribusi parkir daerah. Dari perspektif internasional, 

Aljohani et al. (2021), Xiao et al. (2023), Channamallu et al. (2023; 2025), Mutambik (2025), 

dan Sikarwar et al. (2024) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas implementasi pada sektor 

perparkiran modern tidak lagi hanya bergantung pada penambahan jumlah petugas, tetapi juga 

memerlukan pemanfaatan Internet of Things (IoT), sistem prediksi okupansi parkir berbasis 

kecerdasan buatan, sensor digital, dan pemantauan real-time sehingga potensi pelanggaran 

dapat dideteksi lebih cepat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam 

pengelolaan parkir menjadi salah satu kebutuhan strategis bagi pemerintah daerah untuk 

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sekaligus meminimalkan kebocoran retribusi 

parkir. 

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik organisasi 

pelaksana yang mencakup struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, mekanisme 

koordinasi, serta kemampuan organisasi dalam mempertahankan konsistensi pelaksanaan 

kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa organisasi pelaksana yang memiliki 

struktur yang jelas belum tentu mampu menghasilkan implementasi yang efektif apabila 

koordinasi antarlembaga tidak berlangsung secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian telah melaksanakan 

penertiban melalui operasi gabungan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun 

demikian, praktik parkir liar masih kembali muncul pada lokasi yang sama setelah kegiatan 

penertiban selesai dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang telah 

terbangun masih bersifat operasional dan belum berkembang menjadi sistem pengawasan yang 

berkesinambungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramdhan, Ismail, dan Pananrangi 

(2024) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir memerlukan 

koordinasi lintas sektor yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada 

evaluasi bersama terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian Rohmah, Hidayat, dan 

Argenti (2022) serta Siregar (2025) juga menjelaskan bahwa pembagian kewenangan yang jelas 

harus didukung oleh mekanisme koordinasi yang adaptif agar setiap instansi mampu 

menjalankan fungsi pengawasan secara terpadu. Dalam perspektif tata kelola transportasi 

berkelanjutan, Budd, Ison, dan Attard (2025) menekankan bahwa pengelolaan transportasi 

perkotaan memerlukan kolaborasi antarlembaga yang bersifat permanen karena permasalahan 

mobilitas tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu organisasi. Kong et al. (2024) bahkan 

menemukan bahwa berbagai negara masih menghadapi hambatan reformasi kebijakan parkir 

akibat lemahnya koordinasi kelembagaan, perbedaan kepentingan antaraktor, serta belum 

terbangunnya mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, temuan penelitian ini 

mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 

Tahun 2023 memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif yang tidak berhenti pada operasi 

gabungan, tetapi juga mencakup perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut yang 

dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. 

Aspek komunikasi antarorganisasi menjadi dimensi berikutnya yang memiliki pengaruh 

penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, 

komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh pelaksana memiliki persepsi yang sama 

mengenai tujuan, prosedur, dan standar kebijakan sehingga mengurangi potensi perbedaan 

interpretasi dalam pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi 

antarinstansi telah berjalan melalui operasi penertiban bersama, tetapi komunikasi kepada 
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masyarakat masih belum optimal. Sosialisasi mengenai lokasi parkir resmi, besaran tarif sesuai 

ketentuan, hak pengguna jasa parkir untuk memperoleh karcis, serta mekanisme pelaporan 

terhadap praktik parkir liar masih belum dilakukan secara intensif. Akibatnya, sebagian 

masyarakat masih menggunakan jasa parkir ilegal tanpa memahami bahwa tindakan tersebut 

turut memperkuat keberlangsungan praktik parkir liar. Temuan ini memperlihatkan bahwa 

komunikasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen koordinasi internal, tetapi juga 

sebagai sarana membangun kepatuhan publik terhadap regulasi. Pendapat tersebut diperkuat 

oleh Hupe (2022) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan 

oleh kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap proses implementasi 

kebijakan. Anthony Jnr (2025) juga menegaskan bahwa tata kelola mobilitas perkotaan yang 

berkelanjutan membutuhkan komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan mampu membangun 

kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sejalan dengan itu, Dindar (2025) 

menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan transportasi perkotaan tidak hanya bergantung pada 

desain regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun kesadaran masyarakat 

melalui komunikasi publik yang efektif. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 4 Tahun 2023 akan lebih efektif apabila strategi komunikasi diperluas 

melalui edukasi masyarakat, pemanfaatan media digital, pemasangan informasi pada kawasan 

parkir resmi, serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga 

pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga didukung oleh partisipasi publik. 

Dimensi disposisi pelaksana juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa disposisi 

mencerminkan komitmen, integritas, sikap, dan kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan 

kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat telah 

melaksanakan operasi penertiban secara rutin sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023. Akan tetapi, munculnya kembali 

praktik parkir liar setelah operasi penertiban menunjukkan bahwa komitmen individu pelaksana 

belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang mampu menjaga 

keberlanjutan implementasi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak cukup diukur 

dari frekuensi pelaksanaan operasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghasilkan 

perubahan perilaku yang bersifat permanen. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Dewi 

(2024), Adimahendra (2026), dan Arifiyanto et al. (2026) yang menunjukkan bahwa 

peningkatan kinerja aparatur harus diikuti oleh sistem monitoring, evaluasi, dan pengendalian 

yang berkesinambungan agar implementasi kebijakan mampu memberikan hasil yang 

konsisten. Dalam konteks pengelolaan parkir modern, Channamallu et al. (2025), Xiao et al. 

(2023), serta Mutambik (2025) menjelaskan bahwa keberlanjutan implementasi semakin 

bergantung pada integrasi antara komitmen aparatur dan pemanfaatan teknologi digital sebagai 

instrumen pengawasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan 

kapasitas aparatur perlu diiringi dengan pembentukan sistem evaluasi berbasis data sehingga 

efektivitas implementasi dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan, bukan hanya 

berdasarkan jumlah operasi penertiban yang telah dilaksanakan. 

**Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan dimensi terakhir yang 

memberikan pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingginya aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan, pusat kuliner, pasar, dan pusat 

perbelanjaan menciptakan permintaan parkir yang tinggi sehingga membuka peluang 

munculnya praktik parkir liar. Selain itu, keterbatasan kesempatan kerja pada sektor formal 

menyebabkan sebagian masyarakat memanfaatkan aktivitas parkir sebagai sumber penghasilan, 

sementara rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan layanan parkir 
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resmi turut memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

permasalahan parkir liar tidak hanya merupakan persoalan penegakan hukum, tetapi juga 

berkaitan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan. Temuan tersebut 

sejalan dengan Samad, Wahyudin, dan Ramdhani (2025) yang menjelaskan bahwa penyelesaian 

persoalan parkir memerlukan kombinasi antara pendekatan hukum, penguatan kelembagaan, 

dan pemberdayaan masyarakat. Sahanaya, Madubun, dan Laurens (2025) menambahkan bahwa 

efektivitas kebijakan perparkiran memiliki hubungan langsung dengan optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah sehingga pengendalian parkir liar menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan 

daerah. Pada tingkat global, Sassaron et al. (2025), Allam dan Sharifi (2022), Dindar (2025), 

serta Budd, Ison, dan Attard (2025) menjelaskan bahwa pembangunan mobilitas perkotaan yang 

berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila kebijakan transportasi mengintegrasikan dimensi 

kelembagaan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi secara simultan. Oleh karena itu, 

implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 memerlukan strategi 

yang lebih komprehensif melalui penguatan pengawasan, peningkatan literasi masyarakat 

mengenai parkir resmi, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak, digitalisasi 

sistem parkir, serta evaluasi kebijakan secara berkala sehingga tujuan menciptakan sistem 

perparkiran yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih 

optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini memperluas penerapan teori implementasi 

kebijakan Van Meter dan Van Horn pada konteks pengelolaan parkir daerah dengan 

menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi baru tidak hanya dipengaruhi oleh 

kualitas substansi kebijakan, tetapi juga oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan, koordinasi 

lintas organisasi, komunikasi publik, komitmen pelaksana, dukungan teknologi, serta kondisi 

sosial-ekonomi masyarakat. Temuan tersebut memberikan kontribusi teoretis terhadap 

pengembangan kajian implementasi kebijakan publik sekaligus memberikan implikasi praktis 

bagi Pemerintah Kota Palembang dalam merancang strategi penertiban parkir liar yang lebih 

adaptif, kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan tata kelola transportasi 

perkotaan. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dalam penertiban juru parkir liar belum sepenuhnya mencapai 

tujuan kebijakan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi 

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi merupakan hasil interaksi antara 

kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas sumber daya, koordinasi antarlembaga, komitmen 

pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan sinergi antarvariabel implementasi 

sebagaimana dijelaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn, sehingga penguatan pada satu 

aspek saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Secara teoretis, 

penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik dengan memberikan bukti 

empiris mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai 

regulasi yang relatif baru, sehingga memperluas pemahaman tentang implementasi kebijakan 

perparkiran pada tingkat pemerintah daerah. 

Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas 

kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan 

perparkiran, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung implementasi 

kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa 

penyelesaian permasalahan parkir liar memerlukan pendekatan yang terpadu antara penegakan 
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regulasi, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian 

selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas penerapan sistem parkir digital (e-parking), 

mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kualitas 

pelayanan publik, serta menganalisis perilaku masyarakat terhadap kepatuhan kebijakan 

perparkiran. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan model 

implementasi kebijakan perparkiran yang adaptif terhadap dinamika perkotaan dan kebutuhan 

pelayanan publik di masa mendatang. 
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